KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA

Indonesian Chamber of Commerce and Industry
Menara Kadin Indonesia Lt.24 dan 29, Jalan H.R. Rasuna Said X-5 Kav. 2-3, Jakarta 12950 Indonesia

Tel. (62-21) 5274503 (Hunting) Fax. (62-21) 5274503
www.kadinindonesia.id

KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS
KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
Nomor: Skep/214/DP/XI/2024

TENTANG

PERATURAN ORGANISASI MENGENAI PENYELENGGARAAN MUSYAWARAH
PROVINSI LUAR BIASA/MUSYAWARAH KABUPATEN LUAR BIASA/MUSYAWARAH
KOTA LUAR BIASA KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI

Dewan Pengurus
Kamar Dagang dan Industri Indonesia

Menimbang . a. bahwa sehubungan dengan adanya perubahan Anggaran
Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan
Industri hasil Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang
dan Industri Tahun 2022 yang telah disetujui dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2022 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan
Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;

b. bahwa dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga
Kamar Dagang dan Industri yang dimaksud dalam huruf a
terdapat perubahan hal-hal yang memengaruhi
penyelenggaraan Musyawarah Provinsi Luar
Biasa/Musyawarah Kabupaten Luar Biasa/Musyawarah Kota
Luar Biasa, oleh karena itu perlu dilakukan penyempurnaan
Peraturan Organisasi mengenai Penyelenggaraan
Musyawarah Provinsi Luar Biasa/Musyawarah Kabupaten
Luar Biasa/Musyawarah Kota Luar Biasa.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Peraturan
Organisasi mengenai Penyelenggaraan Musyawarah Provinsi
Luar Biasa/Musyawarah Kabupaten Luar Biasa/Musyawarah
Kota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri dengan
Keputusan Dewan Pengurus Kamar Dagang dan Industri
Indonesia.

Mengingat - 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987
tentang Kamar Dagang dan Industri;

2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2022
tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar dan
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Anggaran Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri;

3. Keputusan Musyawarah Nasional Khusus Kamar Dagang dan
Industri 2022 Nomor  05/Munassus/VI/2022  tentang
Pengesahan Penyempurnaan Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga Kamar Dagang dan Industri Musyawarah
Nasional Khusus Kamar Dagang dan Industri 2022.

Memperhatikan : 1. Hasil Musyawarah Nasional Luar Biasa Kamar Dagang dan

Industri tanggal 14 September 2024 di Jakarta;

2. Hasil Rapat Pengurus Harian Kamar Dagang dan Industri
tanggal 5 November 2024;

MEMUTUSKAN

Menetapkan . Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Penyelenggaraan

1)
2)

3)

o)

6)

7
8)

9)

Musyawarah Provinsi Luar Biasa/Musyawarah Kabupaten Luar
Biasa/Musyawarah Kota Luar Biasa Kamar Dagang dan Industri.

BAB |
PENGERTIAN, DASAR, DAN RUANG LINGKUP
Pasal 1
Pengertian

Kamar Dagang dan Industri, disingkat Kadin, adalah Kamar Dagang dan Industri

sebagaimana dimaksud dalam UU Kadin, AD Kadin, dan ART Kadin.

Undang-Undang Kadin, disingkat UU Kadin, adalah Undang-Undang Republik

Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri.

Anggaran Dasar Kadin, disingkat AD, adalah Anggaran Dasar Kamar Dagang dan

Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik Indonesia dengan Keputusan

Presiden Republik Indonesia.

Anggaran Rumah Tangga Kadin, disingkat ART, adalah Anggaran Rumah

Tangga Kamar Dagang dan Industri yang disetujui oleh Pemerintah Republik

Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia.

Peserta dan Peninjau Muproviub adalah sebagaimana dimaksud pada Pasal 26

Anggaran Dasar dan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga Kadin maupun peraturan

turunan lainnya.

Peserta dan Peninjau Mukablub/Mukotalub adalah sebagaimana dimaksud pada

Pasal 26 Anggaran Dasar dan Pasal 24 Anggaran Rumah Tangga Kadin maupun

peraturan turunan lainnya.

Persyaratan Peserta adalah persyaratan orang yang ikut serta atau yang mengambil

bagian dalam Muproviub/Mukablub/Mukotalub.

Persyaratan Peninjau adalah persyaratan orang yang meninjau Muproviub/

Mukablub/Mukotalub.

Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota Luar Biasa, disingkat Muproviub/
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10)

11)

1)
2)

3)

Mukablub/Mukotalub, adalah musyawarah yang diselenggarakan di luar jadwal
berkala Musyawarah Provinsi/Kabupaten/Kota untuk meminta pertanggungjawaban
Dewan Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota mengenai pelanggaran-
pelanggaran prinsip atas AD dan ART dan/atau penyelewengan-penyelewengan
keuangan dan perbendaharaan organisasi oleh Dewan Pengurus Kadin
Provinsi/Kabupaten/Kota, dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin
Provinsi/Kabupaten/Kota sehingga ketentuan-ketentuan AD dan ART dan/atau
keputusan-keputusan Muprov/Mukab/Mukota tidak terlaksana sebagaimana
mestinya.

Kartu Tanda Anggota Biasa, disingkat KTA-B, adalah suatu bentuk dokumen
organisasi yang menjadi identitas suatu Perusahaan atau Pengusaha sebagai
Anggota Biasa Kadin.

Kartu Tanda Anggota Luar Biasa, disingkat KTA-LB, adalah suatu bentuk dokumen
organisasi yang menjadi identitas suatu Organisasi Perusahaan atau Organisasi
Pengusaha sebagai Anggota Luar Biasa Kadin.

Pasal 2
Dasar Lingkup

Dasar Peraturan Organisasi ini adalah Pasal 26 AD dan Pasal 23 dan 24 ART.
Perangkat Organisasi dan kepengurusan yang wajib mematuhi pedoman ini meliputi:
a. Dewan Penasihat Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota;
Dewan Pertimbangan Provinsi/Kabupaten/Kota;
Dewan Pengurus Kadin Indonesia/Provinsi/Kabupaten/Kota;
Lembaga-lembaga internal Provinsi/Kabupaten/Kota;
Komite-komite khusus dan panitia-panitia yang bersifat sementara (ad hoc);
dan
f.  Sekretariat Kadin Indonesia/Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota
Pedoman ini mencakup hal-hal mengenai Pengertian, Dasar dan Lingkup, dan
Penyelenggaraan Muproviub/Mukablub/Mukotalub.

®ao0o

BAB I
PENYELENGGARAAN MUPROVLUB
Pasal 3
Prosedur dan Tata Cara Muproviub

Muproviub diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan tata cara sebagaimana
yang ditentukan berdasarkan Pasal 26 AD dan Pasal 23 ART.

Penyelenggaraan Muprovlub harus dikonsultasikan dan mendapat persetujuan dari
Kadin Indonesia.

Persetujuan penyelenggaraan Muprovlub diberikan oleh Kadin Indonesia dengan
mempertimbangkan hasil Asistensi Persiapan Muprovlub yang dilakukan selambat-
lambatnya 2 (dua) bulan sebelum penyelenggaraan Muproviub.
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Pasal 4
Peserta dan Peninjau Muproviub

1)  Peserta Muprovlub terdiri atas:

a.

c.
d.
8;

Anggota Biasa yang diwakili oleh Utusan Anggota yaitu:

i.  Ketua Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota secara ex officio

i. Utusan Anggota Kadin Kabupaten/Kota yang dipilih dalam Rapat
Dewan Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota yang khusus
diadakan menjelang Muprovlub, sebanyak 2 (dua) orang yang memiliki
surat mandat dari Dewan Pengurus Kabupaten/Kota masing-masing.

ii.  Khusus bagi Kadin Provinsi yang jumlah pesertanya sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a. angka a.l. kurang dari 50 (lima puluh)
orang, maka harus memenuhi jumlah sekurang-kurangnya 50 (lima
puluh) orang yang dibagi rata hanya di antara Kadin Kabupaten/Kota
yang kepengurusannya sudah definitif hasil Mukab/Mukota.

iv.  Untuk Kadin Kabupaten/Kota yang kepengurusannya belum definitif
(masih Caretaker) hanya dapat diwakili 1 (satu) orang utusan Anggota
yang dipilih dalam Rapat Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang
bersangkutan, dengan ketentuan telah memiliki minimal KTA-B 10
perusahaan.

Anggota Luar Biasa yang diwakili oleh utusan Organisasi Perusahaan dan

Organisasi Pengusaha tingkat provinsi yang dipilih melalui konvensi

menjelang Muprovlub, dan diatur dalam ART.

Dewan Penasihat Kadin Provinsi yang bersangkutan.

Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi yang bersangkutan.

Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan

2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b adalah Peserta Penuh.
3) Peserta dan Peserta Penuh Muproviub harus memiliki KTA-B Kadin yang masih
berlaku, ketentuan ini dikecualikan bagi:

a.

Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang
berprofesi sebagai akademisi atau peneliti wajib melampirkan surat
keterangan dari instansi atau lembaga.

Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang
berprofesi sebagai profesional wajib melampirkan surat dukungan dari
perusahaan yang memiliki KTA-B dengan ketentuan perusahaan hanya dapat
mengeluarkan 1 (satu) surat dukungan untuk 1 (satu) pengurus Kadin.
Anggota kepengurusan Dewan Penasihat dan Anggota Kehormatan yang
bukan dari unsur pengusaha (akademisi, peneliti profesional dan tokoh
masyarakat).

4)  Peserta Muprovilub sebagaimana dimaksud butir ii huruf a ayat (1) harus membawa
mandat dari Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan, yang menyebutkan
nama, jabatan di Kadin, nama perusahaan, dan nomor KTA-B Kadin.

5) Peserta Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a poin (i), (ii) dan (iii),
yang berhalangan sementara dan/atau karena sesuatu sebab tidak dapat hadir pada
Muproviub, maka selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum penyelenggaraan
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6)

7

8)

9)

1)

1)

2)

3)

4)
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Muprov dapat digantikan oleh utusan untuk Peninjau Muprovlub yang telah diajukan
sebelumnya pada Rapat Pengurus Lengkap Kadin Kabupaten/Kota dengan
membawa mandat dari Ketua Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan dan nomor
KTA-B Kadin.

Peserta Penuh sebagaimana dimaksud pada ayat (5), wajib melampirkan bukti atau
dokumen pendukung mengenai halangan tersebut kepada Panitia Muproviub.
Pendaftaran Peserta Muproviub yang telah dilengkapi dengan persyaratan KTA-B,
KTA-LB, dan surat mandat sebagaimana dimaksud dalam Pasal ini harus sudah
diterima Panitia Pelaksana Muprovlub selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
Muprovlub diselenggarakan.

Peninjau pada Muproviub hanya Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan mempunyai
hak bicara.

Pendaftaran Peninjau Muproviub berdasarkan persyaratan yang ditentukan oleh
Panitia Pelaksana Muprovlub harus sudah diterima Panitia Pelaksana Muprovlub
selambat- lambatnya 7 (tujuh) tujuh hari sebelum Muprovlub diselenggarakan.

Pasal 5
Hak dan Kewajiban Peserta Muproviub

Peserta Penuh Muprovlub mempunyai hak suara yang mencakup hak memilih Ketua
Umum Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang sekaligus merangkap Ketua Tim
Formatur dan 4 (empat) orang anggota Tim Formatur, hak bicara, dan hak dipilih.
Selain Peserta Penuh sebagaimana dimaksud, Peserta Muproviub lainnya hanya
memiliki hak bicara dan hak dipilih.

Kewajiban Peserta Muproviub adalah menaati dan melaksanakan semua ketentuan
AD dan ART serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai
penyelenggaraan Muprovlub sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan ART.

Pasal 6
Konvensi Muprovlub

Konvensi Muproviub adalah forum Anggota Luar Biasa tingkat provinsi yang
difasilitasi oleh Dewan Pertimbangan Kadin Provinsi yang teknis pelaksanaannya
dibantu oleh Dewan Pengurus Kadin Provinsi untuk memilih dan menetapkan utusan
Anggota Luar Biasa tingkat provinsi sebagai Peserta Penuh Muproviub.

Anggota Luar Biasa tingkat provinsi yang dapat mengikuti konvensi Muproviub adalah
yang mewajibkan anggotanya menjadi Anggota Biasa Kadin.

Utusan Anggota Luar Biasa tingkat provinsi terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) berjumlah 20% (dua puluh persen) dari jumlah Utusan Anggota Biasa Kadin
sebagaimana dimaksud Pasal 4 ayat (1) huruf a.

Teknis pelaksanaan konvensi Muproviub diatur dalam peraturan organisasi yang
terkait dengan konvensi.
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Pasal 7
Persidangan dalam Muproviub

Persidangan, disingkat Sidang, dalam Muprovlub terdiri atas:
a. Sidang Pleno, yaitu sidang untuk mengambil keputusan Muproviub; dan
b. Sidang Komisi, yaitu sidang untuk membahas topik-topik tertentu dan
merumuskannya menjadi rekomendasi-rekomendasi ke Sidang Pleno
untuk ditetapkan menjadi keputusan Muprovlub
Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno yang sekaligus menjadi dan
selanjutnya disebut Pimpinan Sidang Muproviub.
Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi.

Pasal 8
Pimpinan Sidang Muproviub

Pimpinan Sementara Sidang Muprovlub terdiri dari unsur Dewan Pengurus Kadin
Indonesia/Provinsi, Panitia Pengarah Muproviub, dan Panitia Pelaksana Muprovlub,
yang harus berjumlah ganijil sekurang-kurangnya 5 (lima) orang.
Pimpinan Sidang Muprovlub berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri atas unsur Dewan
Pengurus Kadin Provinsi sebanyak 2 (dua) orang, unsur Dewan Pengurus Kadin
Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) orang, dan unsur Anggota Luar Biasa Kadin
tingkat provinsi sebanyak 1 (satu) orang.
Pimpinan Sidang Muprovlub dipilih oleh Peserta Penuh untuk memimpin sidang-
sidang pleno Muprovlub selanjutnya.
Pimpinan Sementara Sidang Muproviub memimpin Sidang Pleno untuk pengesahan
kuorum, jadwal acara, tata tertib, dan pemilihan Pimpinan Sidang Muprovlub.
Pimpinan Sidang Muprovlub berakhir tugasnya setelah Sidang Pleno dan Muproviub
dinyatakan ditutup.
Pasal 9
Wewenang Muproviub

Muprovlub mempunyai wewenang:

a.

b.

Menilai, menerima, dan mengesahkan atau menolak pertanggung jawaban dan/atau
kinerja Dewan Pengurus Kadin Provinsi.

Jika pertanggung jawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Provinsi ditolak
atau tidak diterima, maka Muproviub dapat memberhentikan Dewan Penasihat,
Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang bersangkutan.
Jika hal terjadi seperti sebagaimana dimaksud huruf b, maka Muproviub segera
mengadakan pemilihan dan pengangkatan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan
dan Dewan Pengurus Kadin Provinsi baru yang bersangkutan, melalui sistem
pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (9) AD Kadin dan
selanjutnya dimintakan penyerahan dan pengukuhan kepada Dewan Pengurus Kadin
Indonesia.
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Pasal 10
Pengesahan dan Pengukuhan Kadin Provinsi

Dewan Pengurus Kadin Indonesia mengesahkan dengan surat keputusan dan
mengukuhkan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin
Provinsi hasil Muproviub.

Pasal 11
Keadaan Kahar Muproviub

Penyelenggaraan Muprovlub dilaksanakan secara tatap muka (luar jaringan/offline), kecuali
karena kondisi keadaan kahar (force majeure) atau adanya kebijakan tertentu dari
Pemerintah sehingga tidak dapat dilaksanakan secara tatap muka, maka Muproviub dapat
diselenggarakan dengan mengombinasikan antara dalam jaringan dengan tatap muka
(hybrid).

BAB Il
PENYELENGGARAAN MUKABLUB/MUKOTALUB
Pasal 12
Prosedur dan Tata Cara Mukablub/Mukotalub

1) Mukablub/Mukotalub diselenggarakan sesuai dengan prosedur dan tata cara
sebagaimana yang ditentukan berdasarkan Pasal 26 AD dan Pasal 24 ART Kadin.

2) Penyelenggaraan Mukablub/Mukotalub harus dikonsultasikan dan mendapat
persetujuan dari Kadin Provinsi yang bersangkutan.
3) Persetujuan penyelenggaraan Mukablub/Mukotalub diberikan oleh Kadin Provinsi

dengan mempertimbangkan hasil Asistensi Persiapan Mukablub/Mukotalub yang
dilakukan selambat-lambatnya 2 (dua) bulan sebelum penyelenggaraan
Mukablub/Mukotalub.

Pasal 13
Peserta dan Peninjau Mukablub/Mukotalub

1)  Peserta Mukablub/Mukotalub terdiri atas:

a. Anggota Biasa Kadin yang bersangkutan;

b. Dewan Penasihat Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

c. Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan;

d. Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

2) Peserta sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf a adalah Peserta Penuh.
Peserta Mukablub/Mukotalub harus memiliki KTA-B Kadin yang masih berlaku,
ketentuan ini dikecualikan bagi:

a. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang
berprofesi sebagai akademisi atau peneliti wajib melampirkan surat
keterangan dari instansi atau lembaga.

b. Anggota kepengurusan Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus yang

berprofesi sebagai profesional wajib melampirkan surat dukungan dari
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2)

1)

2)

3)

perusahaan yang memiliki KTA-B dengan ketentuan perusahaan hanya dapat
mengeluarkan 1 (satu) surat dukungan untuk 1 (satu) pengurus Kadin.

c. Anggota kepengurusan Dewan Penasihat dan Anggota Kehormatan yang
bukan dari unsur pengusaha (akademisi, peneliti profesional dan tokoh
masyarakat)

Pendaftaran yang telah dilengkapi dengan persyaratan KTA-B harus sudah diterima
Panitia Pelaksana Mukablub/Mukotalub selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
Mukablub/Mukotalub diselenggarakan.

Peninjau pada Mukablub/Mukotalub hanya Dewan Pengurus Kadin Indonesia dan
Dewan Pengurus Kadin Provinsi dan masing-masingnya memiliki hak bicara.
Pendaftaran Peninjau Mukablub/Mukotalub berdasarkan persyaratan yang
ditentukan oleh Panitia Pelaksana Mukablub/Mukotalub harus sudah diterima Panitia
Pelaksana Mukablub/Mukotalub selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum
Mukablub/Mukotalub diselenggarakan.

Pasal 14
Hak dan Kewajiban Peserta Mukablub/Mukotalub

Hak peserta Mukablub/Mukotalub:

a. Anggota Biasa yang merupakan Peserta Penuh Mukablub/Mukotalub
mempunyai hak suara yang mencakup hal memilih Ketua Dewan Pengurus
Kadin Kabupaten/Kota yang sekaligus merangkap Ketua Tim Formatur dan 4
(empat) orang anggota Tim Formatur, hak bicara, dan hak dipilih.

b. Dewan Penasihat Kadin Kabupaten/Kota mempunyai hak bicara dan hak
dipilih.

o Dewan Pertimbangan Kadin Kabupaten/Kota mempunyai hak bicara dan hak
dipilih.

d. Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan mempunyai hak

bicara dan hak dipilih.
Kewajiban peserta Mukablub/Mukotalub adalah menaati dan melaksanakan semua
ketentuan AD dan ART serta tata tertib dan ketentuan-ketentuan lain mengenai
penyelenggara Mukablub/Mukotalub sepanjang tidak bertentangan dengan AD dan
ART.
Pasal 15
Persidangan dalam Mukablub/Mukotalub

Persidangan, disingkat Sidang, dalam Mukablub/Mukotalub terdiri atas:
a. Sidang Pleno, yaitu sidang untuk mengambil keputusan Mukablub/Mukotalub;
dan
b. Sidang Komisi, yaitu sidang untuk membahas topik-topik tertentu dan
merumuskannya menjadi rekomendasi-rekomendasi ke Sidang Pleno
untuk ditetapkan menjadi keputusan Mukablub/Mukotalub.
Sidang Pleno dipimpin oleh Pimpinan Sidang Pleno yang sekaligus menjadi dan
selanjutnya disebut Pimpinan Sidang Mukablub/Mukotalub.
Sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi.
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Pasal 16
Pimpinan Sidang Mukablub/Mukotalub

1)  Pimpinan Sementara Sidang Mukablub/Mukotalub  terdiri dari unsur Dewan
Pengurus Kadin Provinsi/Kabupaten/Kota, Panitia Pengarah Mukablub/Mukotalub,
dan Panitia Pelaksana Mukablub/Mukotalub, yang harus berjumlah ganjil sekurang-
kurangnya 5 (lima) orang.

2) Pimpinan Sidang Mukablub/Mukotalub berjumlah 5 (lima) orang, yang terdiri
atas unsur Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota sebanyak 2 (dua) orang, unsur
peserta Anggota Biasa sebanyak 2 (dua) orang dan unsur Anggota Luar Biasa Kadin
tingkat Kabupaten/Kota, maka unsur peserta Anggota Biasa sebanyak 3 (tiga) orang.

3) Pimpinan Sidang Mukablub/Mukotalub dipilih oleh Peserta Penuh untuk
memimpin sidang-sidang pleno Mukablub/Mukotalub selanjutnya.

4)  Pimpinan Sementara Sidang Mukablub/Mukotalub memimpin Sidang Pleno untuk
pengesahan kuorum, jadwal acara, tata tertib, dan pemilihan Pimpinan Sidang
Mukablub/Mukotalub.

5)  Pimpinan Sidang Mukablub/Mukotalub berakhir tugasnya setelah Sidang Pleno dan
Mukablub/Mukotalub dinyatakan tutup.

Pasal 17
Wewenang Mukablub/Mukotalub

Mukablub/Mukotalub mempunyai wewenang:

a. Menilai, menerima, dan mengesahkan atau menolak pertanggung jawaban dan/atau
kinerja Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

b. Jika pertanggung jawaban dan/atau kinerja Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota
yang bersangkutan ditolak atau diterima, maka Mukablub/Mukotalub dapat
memberhentikan Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan dan Dewan Pengurus
Kadin Provinsi yang bersangkutan.

c. Jika hal terjadi seperti sebagaimana dimaksud huruf b, maka Mukablub/Mukotalub
segera mengadakan pemilihan dan pengangkatan Dewan Penasihat, Dewan
Pertimbangan dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota baru yang bersangkutan,
melalui sistem pemilihan dengan cara sebagaimana dimaksud Pasal 25 ayat (9) AD
Kadin dan selanjutnya dimintakan penyerahan dan pengukuhan kepada Dewan
Pengurus Kadin Provinsi.

Pasal 18
Pengesahan dan Pengukuhan Kepengurusan Kadin Kabupaten/Kota

Dewan Pengurus Kadin Provinsi mengesahkan dengan surat keputusan dan mengukuhkan
Dewan Penasihat, Dewan Pertimbangan, dan Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota
hasil Mukablub/Mukotalub.
Pasal 19
Penyelenggara Mukablub/Mukatolub

1)  Penyelenggaraan Mukablub/Mukotalub dilaksanakan secara tatap muka (luar
9|29
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2)

1)

3)

jaringan/Offline), kecuali karena kondisi keadaan kahar (Force majeure) atau adanya
kebijakan tertentu dari Pemerintah sehingga tidak dapat dilaksanakan secara tatap
muka, maka Mukablub/Mukotalub dapat diselenggarakan dengan mengombinasikan
antara dalam jaringan dengan tatap muka (hybrid).

Laporan penyelenggaraan Mukablub/Mukotalub disampaikan kepada Dewan
Pengurus Kadin Provinsi dan ditembuskan kepada Dewan Pengurus Kadin Indonesia
u.p. Wakil Ketua Umum Bidang Organisasi.

BAB IV
PENUTUP

Pasal 20
Aturan Lain dan Pemberlakuan

Hal-hal yang belum cukup diatur di dalam Peraturan Organisasi ini akan diatur
kemudian oleh Dewan Pengurus Kadin Indonesia.

Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Nomor: Skep/284/DP/IX/2013
tentang Peraturan Organisasi mengenai Pedoman Persyaratan Peserta dan Peninjau
dalam Muprov/Muprovlub/Mukab/Mukota/Mukablub/Mukotalub dan Rapimprov/
Rapimkab/Rapimkota Kamar Dagang dan Industri, dicabut seluruhnya dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila kemudian
ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 5 November 2024

Dewan Pengurus
Kamir"la%gang dan Industri Indonesia
o*

‘thua Umum

ﬁundya Novyan Bakrie

10129
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Lampiran Keputusan

Dewan Pengurus Kadin Indonesia
Nomor :Skep/214/DP/X1/2024
Tanggal :5 November 2024

SURAT PERNYATAAN

Pada tanggal................ , Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Provinsi akan
menyelenggarakan Musyawarah Provinsi Luar Biasa (Muproviub) di ...................

Muprovilub Kadin sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan musyawarah yang
diselenggarakan di luar jadwal berkala Muprov untuk meminta pertanggungjawaban Dewan
Pengurus Kadin Provinsi mengenai pelanggaran prinsip Anggaran Dasar dan Anggaran
Rumah Tangga dan/atau penyelewengan keuangan dan perbendaharaan organisasi
dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin Provinsi yang dengan landasan Pasal 26
Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 23 Anggaran Rumah Tangga (ART) Kadin.

Dalam pelaksanaan Muprovlub, saya, sebagai Calon Ketua Umum, dengan memperhatikan
AD Kadin Pasal 12 tentang Etika Bisnis, Pasal 33 tentang Hak Anggota, Pasal 34 tentang
Kewajiban Anggota, Pasal 35 tentang Pengambilan Keputusan dan ART Kadin Pasal 37
tentang Etika Bisnis dengan ini menyatakan dan berjaniji:

1. Memenuhi persyaratan sebagai peserta dan Calon Ketua Umum Kadin Provinsi
sebagaimana dimaksud pada AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin serta
persyaratan yang diatur oleh Panitia Muproviub;

2. Berprinsip satu kata dengan perbuatan dan selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya.
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk segala kegiatan harus tetap
mengutamakan profesionalisme, ketekunan dan ketabahan, integritas tinggi,
adanya kebulatan pikiran dengan tindakan, dedikasi dan loyalitas;

3. Membina hubungan berlandaskan itikad baik, memenuhi ketentuan-ketentuan yang
diperjanjikan serta menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat secara
musyawarah dengan berlandaskan keadilan;

4. Menghormati kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku dan/atau
tindakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan;

5. Tidak melakukan perbuatan tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan
persaingan tidak sehat;

6. Tidak melakukan praktik-praktik suap yaitu tidak meminta, tidak menawarkan,
tidak menjanjikan, tidak memberi dan tidak menerima suap serta tidak melakukan
politik uang (money politics).

7. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil
musyawarah, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang
mengutamakan persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama.

8. Tunduk dan patuh kepada AD Kadin, ART Kadin, Keputusan Kadin Indonesia,

11129

A

PO Penyelenggaraan Muprovlub, Mukablub dan Mukotalub 7 0/



PC
Typewriter
Skep/214/DP/XI/2024

PC
Typewriter
5 November 2024


‘0‘-‘*) KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
x ' 2 Indonesian Chamber of Commerce and Industry

Peraturan Organisasi Kadin, Keputusan Muproviub, Keputusan Kadin Provinsi yang
bersangkutan, dan keputusan lainnya yang terkait serta tidak akan melakukan
tuntutan hukum ke pengadilan mana pun sehubungan dengan pencalonan dan hasil
pemilihan Ketua Umum Kadin Provinsi tersebut.

Demikian Pernyataan ini saya tanda tangani dan bersedia untuk menerima segala akibat dari
pelanggarannya, termasuk pembatalan saya sebagai Calon Ketua Umum, maupun sanksi

sebagaimana dimaksud pada AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin yang ada.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai upaya dan ikhtiar kita,
Yang memberi pernyataan

Meterai Rp10.000,00

0

nama lengkap
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I\

S @ KAMAR DAGANG DAN INDUSTRI INDONESIA
;.' ' 'z Indonesian Chamber of Commerce and Industry

SURAT PERNYATAAN

Pada tanggal................ . Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Kabupaten/Kota akan
menyelenggarakan Musyawarah Kabupaten/Kota Luar Biasa (Mukablub/Mukotalub) di

Mukablub/Mukotalub Kadin sebagai lembaga perwakilan anggota dan merupakan
musyawarah yang diselenggarakan di luar jadwal berkala Mukab/Mukota untuk meminta
pertanggungjawaban Dewan Pengurus Kadin Kabupaten/Kota mengenai pelanggaran prinsip
Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau penyelewengan keuangan dan
perbendaharaan organisasi dan/atau tidak berfungsinya Dewan Pengurus Kadin
Kabupaten/Kota yang dengan landasan Pasal 26 Anggaran Dasar (AD) dan Pasal 24
Anggaran Rumah Tangga (ART) Kadin.

Dalam pelaksanaan Mukablub/Mukotalub, saya, sebagai Calon Ketua, dengan
memperhatikan AD Kadin Pasal 12 tentang Etika Bisnis, Pasal 33 tentang Hak Anggota, Pasal
34 tentang Kewajiban Anggota, Pasal 35 tentang Pengambilan Keputusan dan ART Kadin
Pasal 37 tentang Etika Bisnis dengan ini menyatakan dan berjaniji:

1. Memenuhi persyaratan sebagai peserta dan Calon Ketua Kadin Kabupaten/Kota
sebagaimana dimaksud pada AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin serta
persyaratan yang diatur oleh Panitia Mukablub/Mukotalub;

2. Berprinsip satu kata dengan perbuatan dan selalu bersikap jujur dan dapat dipercaya.
Dalam menjalankan hak dan kebebasannya untuk segala kegiatan harus tetap
mengutamakan profesionalisme, ketekunan dan ketabahan, integritas tinggi,
adanya kebulatan pikiran dengan tindakan, dedikasi dan loyalitas;

3 Membina hubungan berlandaskan itikad baik, memenuhi ketentuan-ketentuan yang
diperjanjikan serta menyelesaikan perselisihan dan/atau perbedaan pendapat secara
musyawarah dengan berlandaskan keadilan;

4. Menghormati kepentingan bersama dan saling menjaga diri dari perilaku dan/atau
tindakan yang tidak etis dengan saling mengingatkan;

5.  Tidak melakukan perbuatan tercela dan tindakan yang dapat menimbulkan persaingan
tidak sehat;

6. Tidak melakukan praktik-praktik suap yaitu tidak meminta, tidak menawarkan, tidak
menjanjikan, tidak memberi dan tidak menerima suap serta tidak melakukan
politik uang (money politics).

7. Menghormati dan menjunjung tinggi setiap keputusan yang dicapai sebagai hasil
musyawarah, bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, menjunjung tinggi
harkat dan martabat manusia, nilai-nilai kebenaran dan keadilan yang mengutamakan
persatuan dan kesatuan demi kepentingan bersama;

8. Tunduk dan patuh kepada AD Kadin, ART Kadin, Keputusan Kadin Indonesia,
Peraturan Organisasi Kadin, Keputusan Mukablub/Mukotalub, Keputusan Kadin
Kabupaten/Kota yang bersangkutan, dan keputusan lainnya yang terkait serta tidak
akan melakukan tuntutan hukum ke pengadilan mana pun sehubungan dengan
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pencalonan dan hasil pemilihan Ketua Kadin Kabupaten/Kota tersebut.
Demikian Pernyataan ini saya tanda tangani dan bersedia untuk menerima segala akibat dari
pelanggarannya, termasuk pembatalan saya sebagai Calon Ketua Umum, maupun sanksi

sebagaimana dimaksud pada AD, ART, dan Peraturan Organisasi Kadin yang ada.

Semoga Tuhan Yang Maha Esa meridhai upaya dan ikhtiar kita,

Yang memberi pernyataan

Meterai Rpl0.000,00

0

nama lengkap

PO Penyelenggaraan Muprovlub, Mukablub dan Mukotalub ﬂ( y/




gnieioynw uep gnigexni ‘gnjaoidnyy ueesessus)aAuad Od

ISUINOId Ulpey g1V
yninjas uep g/ yejwniiaq eAubueiny
-Bueinyas Buek Isulnold  ulpey
eselg Jen7 ejobbuy uep gnjaoldniy
eAuueyeuesye|p ueejuluied leins | g

isuinoud (njes) | wejep
ejoyj/usjedngey] ulpey yninjes uep
Z/l yelwnliaq eAubueiny-bueinyes
Buek gnjaoidnpy ueeuiwiad reusbusw
ejoy/usiedngeyy uipey  snunbusd
uemaqg Jedey uesninday |iseH | |

ISNIAO¥d NIV
vSVIg ¥vN1 VLOOONV Nvd
VL1OM/NILVdNEVM
NIOVX SNYNON3Id NVYM3A |

gnIAONdNN - Vid

N | vIN | SN | 9N | N | 8N | 6°IN

OL-IN

LN

¢

gNIAOHdNIN NFNANIIN NOONIN - NOONIN

Jld

32949

NV.LVIO3IX NVIVAN ON

Od NVQ 18V/QV ‘2202 NNHY.L 81 STddd3X ‘2861 NNHYL L 'ON NN 1¥VA ISY.LNIWI1dII
VSVIg 4VNT ISNIAOYd NIV HVEVMVASNIA

3719V1 3NIL NVa LSIT MO3HD

202 J9qWIANON G: |ebbBue |
¥202/1X/dA/yT2/dMS:  JowoN
eIsauopu| uipey| sninbusd uemeq
uesnjnday| uesidwe

Aiysnpu] pue a0JaWwo?) J0 JOqUIEYY) UBISAUOPY] & ; :
VISINOGNI IHLSNANI NV DNYOYQ HYAYY v/4my

/4 w



PC
Typewriter
Skep/214/DP/XI/2024

PC
Typewriter
5 November 2024


qneoyniy uep gnigexniy ‘gnaosdngy ueeseSsusiaAusd Od

‘(Isuinold uipey snuinbuad uemaq
‘uebuequiped ueme(q  ‘Jeyiseusd
uema(]) Isuinold ulpey IsesiuebiQ
jexbueiad ‘eissuopu| uipey epeday
gnjaoudnyy ueelebbusjaAuad eueousl
ueing (enp) z eAujequel-jequelas
siinua) eledss uenyejuaquad | 8

Bunynpuad uswnxop
eyasaq eisauopu| uipey epedsy
ueylodejip uep Aoidnpyy ueeuesyejed
uejeleAsiad enwas lynuswapy | /2

gnjaosdnipy

(D0) euesxe|ad uep (OS) yesebuad
‘esebbusjahuay enlued ueynuaquad | 9

ISUInOId
uipey sninbusd uemaq uesebbuejad
seje ueljiuad uep  jedepusd
ueledweluad ele) eje] ueydelhuspy | G

ISUINOI Ulpe)| sninbuad
uemaq ys|o ejoyj/usledngey uipedy
sninBusd uemeq sinua] uejebulad
jeins  eAuuexyepuip Yeph Iping | ¥

ejoyj/uajedngey

uipey| sninbusq uemaq ys|o ey Qg
ewe|as eAuuensqwad Buisew-Buisew
npiem exbuel wnjueots) Buek 1suinoid
uipey sninbusd uemsq epedasy
xz YeAueqas siinua| uejebuusd jens | ¢

Ansnpuj pue s2Jawwo?) Jo Jaquueys ueisauopu| & ; 3
VISINOGNI [HLSNANI NYQ ONVOVA HYWYY #VEs™S

Y




gnjeioxny uep gnigexniy ‘qniacsdnyy ueelsedsusiaAuad Od

ueydejausw  euses ‘Juspuadapu|
uep |L1|73L eJed8s  uawmnjop
ueyedabuad ueynyew ‘HVYS
yejepe (neluiuad uep epasad) Jepuely
Jeing ueyljsewaw uep EwlUsUs|\

gnjaosdniy qiua] eje] ueunsnAuad

gnjaocldny ejeoy [emper ueunsnAuad

0S Bunesy YO XN

— | N|M |

(9S) I3LLINNOD ONIN3TLS

efeig uesebbuy eueouay unsnAuspy

gnjaosdnpy npjepn uep jedwa |
‘lebbue] ‘ewsa] ueydejousiy

ganIAOdudNIN
gVMVI ONNOONVN3d
ONILITN 440 MM

uesninbuaday) ueqemelbunbbuepad
ueisoden ueydeisiadwapy

NIavX
SNAINON3Id NVM3A

eIsauopu| uipey|
sninbuad uemaq uebusp DO uep OS
ewesiaq qnjaoldnpy ueesebbus|ehAusd
Isusjsisy uejn3elen

ISUINO.d Jexbul} uipey| eselg Jen’
ejobbuy uep ejoyj/usiedngey uipey

Auysnpu| pue 22JaWWI07 J0 JAGLIBYY) URISUOPU]

VISINOGNI [HLSNANI NYa ONYOVQ YWY £ A;.JJ



gnie1onp uep gnigexniy ‘gniaoidnyy ueeleSsusiaAusd Od

eualy Jemesip eluuebuesewsd
uep |NQqwn -nqun  ue)e}dudd

gnjaoldniy
uebuepun Isngusiq uep ueye}sousd

eIsauopu|
NIQv) uebBuepun nwej uep wnwn
uebuepun nwe] ‘nefuiusd ‘epssad
ynjun |9joH Isopowoyy dn Mojj04

diysiosuodsg uep Jauped
elps|\y ‘eledy |esodold unsnAusiy

ISes||eIsog LIsje\ uep awepay
‘oylieg ‘esesy ynpuedg ‘Beg Apooo
‘usje|y Mng ‘esedy doupyoeg uiesaq

gnjaoldniy ueeuesyelad wnj@ges
uejng (nyes) | gnjaosdniy nefuiuad uep
euased 16eq uebuepun uewwibusd

gnjaosdnpy ueeyngquiad
yexJa) epwidoyio4 epedsy Isusipny
uep Isuspodsaioy  ueye}sdusd

gnjaoldniy ueeuesyejad wnjagas
ey (yniny) 2 dninyip Buek gnjaosdniy
nelulusd4 uep euasad ueiseyepusd

D0 Bunssiy HO oy

(D0) F3LLININOD ONIZINVOHO

IseyiLaAIp yea) bueh jepuepy jeing
lenses dv13l NVININId dv1ldvd
undnew dv131 HITINSd ¥v.id4vd

AiySnpuj pue 82JoLW0?) Jo JaGUIBY?) UBISAUOPU|
VISINOGNI IHLSNANI NV DNYOYQ YWY €Y.

A5

T




gnyeoxn uep gnigexniy ‘gnjaocsdnyy ueese8gusiafusd Od

gnjaosdnpy L-H eped (Jiyyess L
IseinWIS) Yisay Ipe|D  UBXMEIBN | Gl

Jeinye uep jedad ‘uesedsuel)
‘sijews)sis uebuap uebuepun
nwe] uep neluluad ‘epssad pJed dl
uep Isessibay wio4 uexdeisiadws|y | L

jelnye
uep jedad ‘uesedsuel ‘siewsisis buek
ejeng uebunjyled lely uep Buiop
/ ueyliwad jely - jely uexdeisiadwaN | €1

ueejiueday|
wea] poddng euss  sejjiseq
IBas uep Mieq uebBusp Bunynpis)
aoidnpyy  eleoy uep  uee)ynquied
|eluowWalag ueeuesyel|od ueyisews|y | 21

NIQV Jusna-jusne
piepuels lensas Aoidwidey elede

eAuueleliaq Bunynpusw nun ||p
oapIA ‘Jehe ‘oipny uexdeisiedwsy | L1

eAuure| Bunynpuad sejljise4
uep Buepig njeq ‘eAubuer} snbijexes
ejoyj/uajedngey] uipey uep ISuinold
uipey (YMVLlvd) eispueg uep
ynnd yeisy esepuag uexdeisiadway | 0Ol

siusig jesnd-jesnd % ueiojueiyiad
lesnd ‘elepueg Ipades sibajesys
jedws) -jedws)} uep gnjaosdnpy

Aiysnpuj pue a0Jawwo?) Jo JogWey?) ueisauopu| ¢ k 3
VISINOQNI [HLSNANI NV@ ONYOYQ dYINYX 3\4.,3




gneioynp uep gnigexniy ‘gnaosdnyy ueeseg3usisAusd Od

uebueouey uep  uesninbuadey
uegemel(bunbbuepad ueisoden
‘(quue) eje] ‘eledy [EMpEl) uenpued
nyng : dexbus| gnjaosdniy LSJEN NYNG

(2S) IFLLININOD ONIN¥3ALS

(eAuwnjagag Aosdny
sey) wnwn welbold uebueouey
eyes wnwpn ueyeligey uebueouey
‘uesninbuaday ueqemelBunbbuepad
uesoden ueyiedweAlus|y

ISNIANO¥d
NIQVXY SNUNON3d NVM3d

gNTAOYdNIN NVVNVSMV3d

gnjaoldny
ueeuesyejad wnjagas uebueinyay
-ueBueinyoy epe e|iq nuad debbuelp
Bued yexbue-yexbue| |Iquebusw
uep ewesJaq ueyIsnysipusiy

Buequaniaq uexe Bueh ueunbunway
-ueunjbunway yexJs) sibajelis
yexbuel-yexbue) ueysnwnJapy

00 uep JS Hep
gnjaosdnpy uedersiad Hoday ssaibolid

VISINOANI NIaVvX
NVa 20 ‘0S ‘anTAOddNIN aVMVT
ONNOONVNId ONILIIN TTVNIL

Kisnpuj pue a0JaWwo?) jo Jaquueys) eisauopul
VISINOGNI [HLSNONI NYQ ONVOVA HYWYY €%

: \kao




o gmeioynw uep gnigexniy ‘gnirosdniy ueesegsusisAusd Od

6clie
ueisoden ueyledweAus| | Z
gnjaosdnyy iseH-jiseH uelodelad | L
ISVININNXOAd Al
lejnwip

eleoe  Wnjeges 9dusiduo) ssald 14

wnJony| Iynuswaw uep Jipey nefuiuad
uep epasad ueySEWaW uep ejepusiN | €

eueoual uebusp
lenses ueyeyy uep Isepodsuel|
‘l210H ISEPOWONY ueysews|N | 2

dexbus| ueyijiwad
lely uep bBuepig lely ‘uoneiodsqg
abejs “yedwa | ueyisews| | L

(20) 33LLINNOD ONIZINVOYHO 11}

ueBuepisiad Buipisoid uexdelkusiy | 9

gnjaoldniy uedelsloy
ueBueouey-uebueouey uejdelAusiy | §

(1seJysibas uswinyop
ueyesqesy seje gemel Bunbbuepaq)
nwe| uep nefluusd  ‘epssed
uebuepun uelipeysy uejisewsiN | v

| ous|d Buepis ueuldwid | €

EN}oY uoje) uedejauad MS uep eniday
uoje) [|exeg uebuuelusd uswndod |

(eAuwnjages Aosdniy
Isey) Isulnold uipey wnwn weibold

Anysnpuj pue 3013WwI07) J0 JOGUIBYY UeISUOpU| & k 3
VISINOGNI I4LSNANI NYA ONYOYA HYWNYY €5

\
W




&_\ gnjeoynw uep gnigexniy ‘qniaosdnyy ueesegsusieAusd Od

6zlee

eISauopu| uipey sninbusd uemaq uenlnjasiad seje euss uipey IsesiuebiQ ueinjelsd uep Lyv/ay uebusp
uebuejualIaq yepy uenjualey uebuap ISUIACIH UIpeY] Ip ISIpuoy uebusp uexienssasip jedep buek njusys) ISipuoy werep yeqnisaq Jedep 11 s ¥oayD uedidwe]
: uebuelald)y

ueelebbusiafuad ye|eies uejng
| eAujeque| -lequelas ‘isesiuebliQ
Bueplg  wnwn  enidY  IDEM
‘d’n eIsauopu| uipey sninbusad uemad
epeday gnjaosdnyy ueesebbusieAuad

Aiysnpu| pue 80JaWW0?) J0 JaGWEeYS) UBISUOPU] ;
VISINOGNI I4LSNANI NYQ ONYOVA HYWYY €Y w ,3




i

6clee

gnjeloyni uep gnigexniy ‘gniaosdniy ueesedsusiaAusd Od

ejoYj/usjedngey
uipey sninbuadq uemaq uesebbuejed
seje ueljiuad uep jedepuad
ueredweAuay ete) eye] uexdelkusiy

BjoYj/usjedngey
uipey sninbusq4 uemeg  Ys9|o
eselg ejobbuy sinps| uejebuled
jeing  eAuuedyepullp  epi  1yng

eselg ejobbuy
ysjo uey o ewees eAuueusqued
Buisew-buisew npem eybuel
wnjuesss) Buek  ejoy/usjedngedy
uipey sninbusq uems epeday
xz yeAuegas siinua] uejebulied yeing

nyejaq Buek vy pijiwaw eselq
ejobbue uep z/| eAubueiny-bueinyes
yejwnliaq Buek eseig ejobbuy uep
eAuueyeuesye|ip gnjeloxn\/anigexnin
ueejuIWISd jeins

VvSvigd V1OOONV

gan1v.LOMNIN /aNT1VINI - Vid

IIN

€N | #IN [ GIN | 9N | )N | 8N | 6°IN

OL-IN

LN

CLI'NN

gnNIAOUdNIN NFANIIN NOONIN - NOONIN

Jld

s
¥29Y9

NV.LVIOIX NVIVEN

ON

Od NVa L¥V/QV ‘2202 NNHY.L 81 SFdddaX 2861 NNHYL L 'ON NN 14VA ISYINIWITdI
vSvid ¥VN1 VLOM/NILVdNEVX NIAVA HVEVMVASNIN

379V1 JNIL NVa 1SIT MO3HD

fSnpujpue 8013WLI07) JO JaGWEY?) UeISauopu|
VISINOGNI 14LSNANI NVA ONVOVA HVYINVX ﬁ.:

; ;

/.
S




I« Sl v S s

6clve

gnjeioyny uep gnigexniy ‘gniaosdnyy ueesessusiaAusd Od

nPepn uep yedwa |
‘lebbue| ‘ews] uexdejous|y

Od Nva 3S
‘anTv.ioMnN/anTaviInin
aVYMVI OSNNOONVN3d
ONILIIIN 440 MOIM

uesninBuaday ueqeme(bunbbuepad
ueloden ueydeisiadway

V.1OM/NILVdNavX NIQVvX
SNINON3d NYM3d

ISUINOId
uipey sninBusq uemsq uebusp
D0 uep OS ewesiaq qnjejodniy
/anjgelniy ueelebbusjahuad
ISusjsisy ueynyeld

Bj0)/usjednqey yexbul] uipey eselg
Jenq ejobbuy uep eselg ejobbuy
‘(snunbusqd uemeq ‘uebuequiped
uema( ‘jeyiseuad uemaq)
ejoy/usedngey uipey Isesiuebio
1eybuesod ‘ISUINOld UIpEY Epeday
gnjaoldnyy ueesebbusjeAuad eueousl
ueing (enp) z eAujequel-jequelas
sI|nua} Bleoss uenyejaquad

gniejoqnin/gnigexniy
(00 ) euesyejed uep (OS) yelebuaed
‘esebbusjohAuad enjiued ueynjuaquied

AijSnpujpue 8013WLI0Y JO JOGUEYS) UBISUOPU|
VISINOGNI 4LSNANI NVA ONVOVA HVINVH




6z lse

gnjeoynw uep gnigexny ‘gnjaosdnyy ueeseggua)aAuad Od

uep  Isuspodsaioy  ueyyelsousd

gnieloniN/anigexnin
ueeuesyeled wnjeges uey (yniny)
L dmnyip Buek gnjejodnin/anigeXnin
nelulusd4 uep eussed uelejepusd

20 Bunesy HO Mo

(D0) 33LLININOD ONIZINVOHO

IsexjuaAIp ye|a) Buek jepuely jeins
lensss dvl131l NVININId dv.idvd
undnew dv13L HIMIN3d ¥VLl4vd
ueydejpusw  euas  ‘Juspuadepul
uep |L|73L eJedss  uswnyop
uexya99buad ueynyepw ‘HYS
yelepe (neluluad uep euasad) jepuep
Jeing  ueyljSewaw Uep BWUSUS

qniejonA/aniqexniy
[IEY] eje| ueunsnAuad

gniejoinA/anigelniy
eleoy |emper ueunsnAuad

nyejiaq buek
g-v.IM Mjiwew Buek eselg ejobbuy
(ynind ew) g MeAueges [ewiuiw
ynusd eussed uyejwnl ynuswspy

DS Bunssy HO oM

(9S) 33LLININOD ONINIALS

Al

efeig uesebbuy eueouay unsnAus|y

Risnpujpue sos8wwio) Jo Jaquiey) ueissuopu| ¥
VISINOGNI I4LSNANI NVQ ONVOVQ dVINVX

qn[ejoqniA/gnigexniN




i
i

gnjeionw uep gnigexniy ‘gnaoidniy ueeiegsusiafusd Od

jeinye
uep jedes ‘ueledsuel; ‘sijews)sis buek
ejeng uebBunyyiad Jely uep Bunop
/ ueyijiwad ey - jely uexdeisisdwapy

0l

ueeniueday) wes| poddng
euas sejljiseq 16as uep ieq uebusp
Bunsnpis} qniejoxnn/gnigedniN
eJeoy uep ueejnqwad
[eluOWalaS Ueeues)elod UeMljSews|\

NIQV Juans-juans
pJepuejs lenses Aoidwidey eleoe
eAuuelellaq Bunynpusw nun ||p
oapIA ‘Jeheq ‘oipny ueydeisiedwa

eAuuie] Bunynpuad sejljise
uep Buepig njed ‘eAubuely snbiexes
ejoy/uajedngey] uipey uep ISulnold
uipey (¥MVLlvd) elepusg uep
yiind yelss\ esspuag ueydeisiadwapy

diysiosuodg uep Jauped
elpsy ‘eseoy |esodoid unsnAusiy

ISESI|BISOS 1ISJE|\ Uep awepiay
‘oyieg ‘eseoy )npuedg ‘Beg Apooo
‘e Nyng ‘esedy doipyoeg uieseQd

gniejoqnin/gnigednin
ueeuesyeled wnj@gas ueng (nes)
| anjejoynpy/anigesniy nefuiusd uep
euesad 16eq uebuepun uewuibusd

gniejoynin/gqnigexniN ueelnquisd
yexua) epwidoyio4 epeday Isusipny

Aijsnpujpue 30J3WW07) JO JaGWEY.) UeISauopu|

VISINOONI [¥LSNGNI N ONYOVA YNV m«i :




gnjejoynp uep gnigexniy ‘gmaoidnyy ueesessusieAusd Od

wnwn uexeliqgey uebueouey Ynun
‘uesninBbuaday uegemelBunbbuepsd
uesoden ueyiedwelusy

VIOM/NILVdNavM
NIQVY SNYNON3d NYM3d

anNIvioMNN/an1avinin
NVVNVSMV13d

gniejoinN/anigelniN
ueeuesyejed wnjegas uebueinyay
-ueBueinyay epe e|iq nuad debbuelp
Bued yexbuej-yexbue| [Iquebusw
uep ewesJaq ueyISNysIpusiy

Buequaylaq ueye Bueh ueunjbunway
-ueunybunway yexus) sibajel)s
yexbuel-yexbue| ueysnwnIs\

00 uep QS lep gniejodniA/gnigeni
uedeisiad Hoday ssalboid

ISNIAO¥d NIOVM
NVa 20 ‘0S ‘anTAOudNIN GVMVT
ONNOONVN3d ONILIIN TVNIL

IA

qniejoxNN/anigednin
L-H eped (nyxesa
Ise|nwIS) YIsay Ipe|D  UeiNye|sN

¢l

Jeinye uep jedad ‘uesedsuel)
‘sijewajsis uebusp uebuepun
nwe] uep nelulusad ‘eussad pled dl
uep Iseljsibay wio4 uexdeisiadwapy

Aijsnpujpue 0J3WW07) JO JaGWEYY) UeISBUOpU|
VISINOGNI [4LSNANI NVa ONVOVA HVINVX




gnjeoyn uep gnigexni ‘gniaosdnyy ueesedgusiafusd Od

6z 8¢

uipey sninbBusd ©oudJaju0) Ssald | €

eueosual uebusp
lensas ueyepy uep Iseupodsuel]
‘|910H ISepowoyy ueyiisews|\ | 2

deybus| ueyijiwad
jely uep DOuepis ey ‘uonelodsqg
abejs ‘redwa | ueyisewsy | |

(00) 33LLININOD ONIZINVDYO 11}

uebuepisiad Bulpisoid uexdelkusy | G

aniejoynn/gnigesniy uedejsion
uebueouey-uebueouey uexdelhus|yy | +

(1sesnsibas uswnyop
ueyesqeay seje gemel Bunbbuepaq)
nwe] uep neluusd  ‘eussad
uebuepun uelipeysy uesewWsS|\ | €

| ous|d Buepig ueuldwid | 2

(eAuwnjeqges
gniejodnin/anigexniAl - jisey)  Isulnold
uipey| wnwn welboid uebuesuey uep
uesninbuadsy ueqemelbunbbuensd
uejode] ‘(qual eje]  ‘eledy
[emper) uenpued nyng : deybusg
gniejoinn/QnigexniN- WJeBN - mng | |

(9S) I3LLININOD ONI¥3ALS Il

(eAuwnjeqges

qaniejoxnin/gnigeniy lisey)
wnwpn weiboiq uebBueouey euss

Aisnpujpue 20J8WILI0Y JO JAGUEY?) UBISBUOpU|

VISINOONI I4LSNANI NYQ ONVOVQ YNV m«vdk,&
T




gneioxnpy uep gnjgexniy ‘gniacidnyy ueelegsus)eAusd Od

Isauopu| uipey sninbuad uemaq ueninjasiad seje epas uipey isesiuebip ueinjeisad uep | yv/qy uebuap
uebuejuapiaq yepl) uenjuajey uebuap ISUINOIH ulpey] Ip ISIpuoy uebuap ueyiensasip jedep bueA njusyia) ISIpuoy welep yeqniaq jedep iul jsI %28y uesidwe]
: uebuelalay

ueesebbuaiafuad yelsles

ueing (nyes) | eAujeque| -jeque|es
‘iIsesiuebi0 Bueplg wnuwj eneYy
IIepr ‘d'n eissuopu| uipey snunbusd
uema( epeday| ueysnquwiaip
uep  Isuinold  ulipey  snunbBusad
uema(q epeday gnjejon/gnigedniy
ueesebbuaiaAuad

ueisoden ueyiedwelusy | 2
gniejoinN/gnigexnin

|ISeH-|IseH uelodejad | |

ISVLNIINNYOd Al

IejnwiIp eJese wnjagas
ISUINOI] NIQVYM uep ejodj/usjedngey

fjsnpujpue 82JawLI07 Jo JaqLIBY?) UBISBUOPU|
VISANOQNI IILSNANI N¥a ONVOVA HYINYX






